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Penetapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD membawa lima perubahan terhadap pengaturan PDRD
terdahulu (UU Nomor 34 Tahun 2000), termasuk perluasan basis pajak dan retribusi daerah. Salah satu
upaya memperluas basis pgjak daerah di pemerintah propinsi, dilakukan dengan membentuk pajak daerah
atas rokok. Kendati telah ditetapkan pada tahun 2009, kebijakan pajak rokok baru akan dilaksanakan mulai 1
Januari 2014. Disamping itu beberapa ketentuan mengenai pajak rokok juga disusun secara tergesa-gesa
sehingga dalam pengimplementasiannya masih dibutuhkan beberapa persigpan mendasar. Dalam rangka
memberikan masukan terhadap upaya persiapan pel aksanaan kebijakan pajak rokok, melalui tesisini akan
dikupas seberapa besar dampak dari penerapan pajak rokok terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian
menggunakan beberapa alternatif skenario penerapan pajak rokok. Metodologi yang digunakan adalah
kuantitatif dalam menghitung dampak terhadap fiskal pemerintah dan perekonomian (menggunakan analisis
[-O). Selanjutnya untuk menilai ketentuan pajak rokok, akan dilakukan menggunakan analisis kualitatif
dengan membandingkan ketentuan pajak rokok yang ada dengan kriteria pajak daerah yang baik.

Hasilnya diketahui bahwa penerapan pajak rokok akan dapat menurunkan konsumsi dan produksi rokok,
meningkatkan total penerimaan pemerintah dari produk rokok, menurunkan net penerimaan negara dari
cuka hasil tembakau, meningkatkan total pendapatan dan belanja pemerintah daerah propinsi secara
signifikan, mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal pemerintah propinsi, serta meningkatkan output,
pendapatan, dan kesempatan kerja.

Selanjutnya diketahui pula bahwa ketentuan pajak rokok masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria pgjak
daerah yang baik, sehingga untuk melaksanakannya masih dibutuhkan beberapa persiapan. Persiapan-
persiapan dimaksud adalah (1) memilih skenario penerapan pajak rokok yang tepat; (2) memperbaiki
beberapa ketentuan pajak rokok serta mempersiapkan juklak dan juknis pemungutannya; dan (3) Menjaga
keterpaduan instrumen pendistribusian penerimaan CHT ke pemerintah daerah dengan menghapus DBH
CHT seiring dengan diberlakukannya kebijakan pajak rokok.

<hr>Determination of Law Number 28 Y ear 2009 concerning Local Tax and User Charges, brought five
changes to the settings of previous provision (Law No. 34 of 2000), including the expansion of tax bases and
user charges. One effort to expand local tax base in the provincial government, carried out by forming a
regional tax on cigarettes. Although set in the year 2009, the new cigarette tax policy will be implemented
starting January 1, 2014 or five years later. Besides, some provisions regarding to the cigarette tax have also
been prepared in haste, so that in itsimplementation still needs some basic preparation. In order to provide
input to prepare the implementation of tobacco tax policy, through this thesiswill be discussed the impact of
cigarette tax to the government's fiscal and economic by applying several alternative scenarios of cigarette
tax. Quantitative methodology was used to calculate the impact to the government's fiscal and economic
(using 10 analysis). Furthermore, to assess cigarette tax provisions, we used a qualitative analysis by
comparing the existing cigarette tax provisions with the good local tax criteria.
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The result is known that the application of the cigarette tax would reducing cigarette consumption and
production, increasing total government revenue from tobacco products, reducing the central government's
net revenue from the tobacco excise tax, increasing the total revenue and spending of provincial government
significantly, reducing horizontal fiscal capacity imbalances among the provincial government, as well as
increasing output, income, and employment.

Furthermore, note also that the cigarette tax provisions are not yet fully meet the criteria of agood local tax,
so it still needs some basic preparation to implementing. The Preparations referred to : (1) choosing the
scenario of the proper cigarette tax; (2) fix some cigarette tax provisions and prepare some operational
guidelines of tax collection; and (3) maintain integrity of the distribution instrument of cigarette excise tax
revenue to local governments by removing cigarette excise tax revenue sharing (DBH CHT) along with
enactment of the cigarette tax policy.



